
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pemerintah Daerah berkewajibanmenyusun Rencana
KerjaPemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Musrenbang Tahun
2021, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kuningan Tahun 2022 secara partisipatif,
sistematis, terukur dan terarah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
menjamm kepastian hukum, RKPD Kabupaten
Kuningan Tahun 2022 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi DjawaBarat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
NasionalTahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-UndangNomor9 Tahun 2015;
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6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) danfatau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional danfatau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019
ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021
ten tang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)dan Dampaknya;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023;



-----------------~--~--=-------~----------------------------~------------~

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Kuningan.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

BABI

KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHDAERAH (RKPD)KABUPATENKUNINGAN
TAHUN2022.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

18. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor ... Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5
Tahun 2009 ten tang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun
2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13
Tahun 2010;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7
Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan
Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 3 Tahun 2021;

23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018
tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 57 Tahun 2019
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.
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12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.
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11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat
RKPDmerupakan Rencana Kerja Tahunan yang
akan menjadi pedoman bagi semua pelaku
pembangunan di Daerah dalam menjalankan
perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya

9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau
Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya
disingkat RKP adalah dokumen perencanaan
nasional untuk 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD
Provinsi merupakan Rencana Kerja Tahunan yang
akan menjadi pedoman bagi semua pelaku
pembangunan di Daerah dalam menjalankan
perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Bupati dan penyusunannya berpedoman
pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD
Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki
tugas pokok melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan
kebijakan perencanaan pembangunan daerah di
Kabupaten Kuningan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Kuningan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun yang memuat VISI, mISI dan arah
pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP
Provinsi Jawa Barat dan Nasional.



BAD II

lSI DAN URAIAN RKPD

Pasal4
Dokumen RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasa12,
terdiri atas:
a. Buku I tentang Pendahuluan; Gambaran Umum

Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi Daerah dan
Kebijakan Ekonomi Daerah; Sasaran dan Prioritas

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasa13

(1)Maksud penetapan RKPDyaitu untuk menetapkan
dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:

a. Penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran,

Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.

(2)Tujuan penetapan RKPDadalah untuk:

a. Mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;

b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi an tara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan; dan

c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.

RKPDmerupakan:

a. dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun
2022, yang dimulai tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2022; dan

b. penjabaran dari RPJPD dan Perubahan RPJMD
2018-2023 yang memuat Pendahuluan; Gambaran
Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi dan
Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan
Pendanaan Daerah; dan Kinerja Penyelenggara
Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasa12

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan daerah.
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BAD IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasa16

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati irn dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kuningan.

BAD III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasa15

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan
Daerah; dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; dan

b. Buku II ten tang Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.


